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ABSTRAK 

 

DPRD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan mitra kerja pemerintah daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan dengan fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan 

terhadap anggaran dana APBD. Maka dari itu DPRD harus mengoptimalkan 

pengawasan APBD yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan dalam APBD. DPRD melakukan pengawasan terhadap 

anggaran dana APBD melakukan pemanggilan OPD (organisasi perangkat 

daerah) yang bersangkutan dan melihat sejauh mana OPD tersebut sudah 

melakukan kegiatan yang telah disahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah 1). Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengawasan anggaran dana 

APBD oleh DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan?2).bagaimanakah pertanggung 

jawaban DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir 

Selatan?3.) Apasajakah kendala-kendala anggota DPRD dalam melaksanakan 

pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan?.4).apasaja 

upaya-upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana 

APBD di Kabupaten Pesisir Selatan? Metode penelitian menggunakan yuridis 

sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan 1). Mekanisme pengawasan DPRD 

terhadap anggaran dana APBD, DPRD melakukan hearing dengan OPD apakah 

pelaksanaan APBD sudah berjalan sesusai dengan yang telah disahkan  2). 

Pertanggung jawaban DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD tanggung 

jawab terhadap Laporan keterangan pertanggung jawaban 3). Kendala utama 

dalam melaksanakan pengawasan anggaran dana APBD adalah kurangan 

keterbukaannya pemerintah terhadap pelaksanaan APBD 4).DPRD memanggil 

OPD yang bersangkutan meminta mengembalikan temuan tersebut 

Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, APBD 
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